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RINGKASAN 

 
MAUGA TRIANA DEWI. Sistem Akuntansi atas Penerimaan Negara Bukan 

Pajak pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi. Accounting System of Non- 

Tax State Revenues at National Laboratory for Energy Conversion 

Technology.Dibimbing oleh FAHMI ARNES 

Penerimaan negara terbesar yaitu berasal dari pajak, namun selain 

penerimaan pajak ada juga penerimaan yang tidak berasal dari pajak. Penerimaan 

yang tidak berasal dari pajak ini disebut dengan Penerimaan Negara bukan Pajak 

(PNBP).Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 

dalam Pasal 1 Ayat 1 Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan 

pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan 

Negara Bukan Pajak telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang Republik 

Indonesia sebagai dasar hukumnya baik dari segi penjelasannya, jenis dan 

penyetorannya, penggunaannya dan tata cara penyampaiannya. 

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah: 1) Memaparkan 

kebijakan instansi mengenai sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai 

Besar Teknologi Konversi Energi, 2) Menguraikan sistem akuntansi atas 

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi, 3) 

Memaparkan sistem pengendalian internal terhadap Penerimaan Negara Bukan 

Pajak pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi. Praktik kerja lapangan yang 

dilakukan penulis pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi pada 20 Januari - 

20 Maret 2020 di bagian Keuangan. Metode pengambilan data yang digunakan 

dalam penulisan akhir ini adalah studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. 

Balai Besar Teknologi Konversi Energi adalah salah satu lembaga riset dan 

teknologi yang menyelenggarakan fungsi PNBP. Kebijakan instansi tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak merujuk pada Undang-undang yang telah dibuat 

oleh Pemerintah. Pelaksanaan pelayanan jasa dimulai dari datangnya permintaan 

jasa layanan oleh pihak mitra kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak 

kerjasama antara pihak mitra dan B2TKE. Bagian-bagian yang terkait yaitu Mitra, 

Layanan Jasa Teknologi, Teknis dan Keuangan. Dokumen yang digunakan adalah 

surat permohonan, surat Penawaran, surat kontrak kerjasama, invoice dan kwitansi. 

Untuk dijadikan sebagai pedoman kerja dibutuhkan prosedur dan sistem kerja yang 

baik agar dapat membantu semua pihak yang berkepentingan. Sistem pengendalian 

internal dibuat berdasarkan standar COSO (The Committee Of treadway 

Commission) yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengendalian. Sistem pengendalian 

terkait sudah lengkap secara keseluruhan dan terlaksana dengan baik. 
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